
 
 

 1 

Vol 1 No. 2 Agustus H. 1-11 
E-ISSN: 2985-8062 
https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly 
 

 

 

Kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan 
Sertifikasi Halal Di Kota Samarinda 

Henning Widya Rahayu1, Sulthon Fathoni2 
1 UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, henningwidya@gmail.com 
2 UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, sulthony@yahoo.com 
 
Abstrak: 
Artikel ini membahas tentang kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam 
menerapkan sertifikasi halal di Kota Samarinda. Sistem jaminan produk halal yang berlaku di BPJPH 
Kementrian Agama dijelaskan sebagai berbasis online melalui website dan berbasis manual melalui 
kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, dibahas kesiapan yang 
dilakukan oleh Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur dalam hal struktur 
organisasi, sistem layanan sertifikasi halal dan biaya layanan. Selanjutnya, diuraikan kendala dan 
upaya yang dilakukan BPJPH dalam menerapkan sertifikasi halal. Kendala meliputi kendala internal 
dan eksternal, sedangkan upaya meliputi sosialisasi dan edukasi, aplikasi SiHalal dan pelaksanaan 
sertifikasi halal melalui media elektronik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara kepada pihak Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi 
Kalimantan Timur yang berjumlah empat orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah kesiapan Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menerapkan sertifikasi halal di Kota Samarinda 
didukung dengan adanya Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki 
struktur organisasi dan sistem layanan sertifikasi halal serta biaya layanan sertifikasi halal yang 
tersedia. Kendala yang dihadapi oleh BPJPH dalam menerapkan sertifikasi halal di Kota Samarinda 
meliputi kendala internal seperti terbatasnya tenaga dan kendala eksternal seperti kurangnya 
kesadaran pelaku usaha dan masih terbatasnya Lembaga Pemeriksa Halal. Upaya yang dilakukan oleh 
BPJPH dalam mengatasi kendala meliputi sosialisasi dan edukasi kepada stakeholder dan masyarakat 
umum, serta penerapan layanan halal digital melalui website dan aplikasi SiHalal. 

 
Kata Kunci: BPJPH, Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal. 
 

A. Pendahuluan 
Isu tentang sertifikasi halal yang dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal sangat penting untuk diketahui karena membahas tentang pentingnya sertifikasi halal 
dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi. Menurut SK Menteri Agama RI 
Nomor 519 tahun 2001, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan 
produk halal. Ada regulasi hukum yang berkaitan dengan produk halal, tetapi masih belum 
diterima oleh masyarakat luas. Banyak produk yang mencantumkan tanda halal secara ilegal, 
sehingga membuat proses pengolahan produk sangat rawan dan kompleks. Sertifikasi dan 
labelisasi produk halal memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Terutama di 
Samarinda, banyak produk yang tidak memiliki sertifikat halal. Masyarakat muslim tidak 
mendapatkan kepastian terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi. Pelaku Usaha Mikro 
dan Kecil juga belum memahami kewajiban sertifikasi halal. Oleh karena itu, diharapkan 
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agar pelaku usaha dan konsumen dapat lebih sadar akan pentingnya sertifikasi halal. 
Keberadaan BPJPH juga masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat dan belum ada 
kepastian yang dikonfirmasi. 

Badan Penjelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah salah satu unsur 
pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan 
jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan 
Penyelenggara cJaminan cProduk cHalal c(BPJPH) ctelah cdibentuk cpemerintah cuntuk 
menyelenggarakan c cJaminan cProduk cHalal c(JPH), cyang csebelumnya cmenjadi 
kewenangan cMajelis cUlama cIndonesia c(MUI). cLahirnya cBPJPH cini cmerupakan 
amanah cUndang-Undang cNomor c33 cTahun c2014 ctentang cJaminan cProduk Halal. 
BPJPH cmenjadi cbagian cdan cstruktur cKementerian cAgama csebagaimana ctertuang 
dalam Peraturan cMenteri cAgama cNo c42 cTahun c2016 cTentang cOrganisasi cTata Kerja 
(Ortaker) cKementerian cAgama. Dalam cPenyelenggaraan cJaminan cProduk Halal, BPJPH 
berwenang:1 1. Merumuskan cdan cmenetapkan ckebijakan cJaminan Produk Halal, 2. 
Menetapkan cnorma, cstandar, cprosedur, cdan ckriteria cJaminan Produk Halal, 3. 
Menerbitkan cdan cmencabut cSertifikat cHalal cdan cLabel cHalal pada cProduk, 4. 
Melakukan cregistrasi c cSertifikat cHalal cpada cProduk cluar cnegeri, 5. Melakukan 
sosialisasi, cedukasi, cdan cpublikasi cProduk cHalal, 6. Melakukan akreditasi cterhadap 
LPH, 7. Melakukan cregistrasi cAuditor cHalal, 8. Melakukan pengawasan cterhadap JPH, 
9. Melakukan cpembinaan cAuditor cHalal, 10. Melakukan kerja csama cdengan clembaga 
dalam cdan cluar cnegeri cdi cbidang cpenyelenggaraan JPH. 

Sertifikasi cHalal cadalah cpengakuan ckehalalan csuatu cproduk cyang dikeluarkan 
oleh cBPJPH cberdasarkan cfatwa ctertulis cyang cdikeluarkan coleh Majelis Ulama 
Indonesia.2 cSertifikasi chalal cterdiri cdari cdua ckata cyaitu csertifikasi cdan halal. Kata 
“sertifikasi” cberasal cdari cbahasa cInggris c“Certificate” cyang cmempunyai tiga carti yaitu 
akte, csurat cketerangan, cdiploma catau cijazah. cKata c“certificate” kemudian diadopsi ke 
dalam cbahasa cIndonesia cmenjadi c“sertifikat” cyang merupakan ckata benda. Dalam 
Kamus cBesar cBahasa cIndonesia c(KBBI) dijelaskan cbahwa csertifikat citu berarti tanda 
atau csurat cketerangan catau pernyataan ctertulis catau ctercetak cyang dikeluarkan oleh 
pihak cyang cberwenang yang cdapat cdigunakan csebagai cbukti. Sementara citu, sertifikasi 
berarti ckegiatan penyertifikatan catau cproses cmenjadikan sertifikat.3 

Pada cawalnya clembaga cyang cterlibat cdalam csertifikasi chalal cterdiri cdari c(1) 

 
1 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 
2 Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya 

Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah No.1, Vol. 1 (2017), h. 
149. 

3 Dewi Murti Hidayat, “Kesiapan BPJPH dalam Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH”, 
Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020, h. 23. 
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MUI cmelalui cKomisi cFatwa csebagai cpemberi cfatwa cdan csertifikat chalal, c(2) LPPOM 
MUI csebagai cpemeriksa ckehalalan cproduk cmulai cdari cbahan cbaku sampai proses 
produksi, c(3) cBPOM csebagai cpemberi cizin cdalam cpemasangan label halal, c(4) 
Kementerian cAgama csebagai cpembuat ckebijakan cdan cmelakukan sosialisasi ckepada 
masyarakat, cdan c(5) cKementerian cterkait clainnya. cSedangkan setelah cadanya Undang-
Undang cJaminan cProduk cHalal, cmaka cterdapat cbeberapa perubahan terkait lembaga 
yang cterlibat cdalam csertifikasi, cyaitu c(1) cBadan Penyelenggara cJaminan Produk cHalal 
(BPJPH) csebagai clembaga cutama cyang berwenang cdalam cproses sertifikasi chalal, c(2) 
Lembaga cPemeriksa cHalal csebagai lembaga cyang cmelakukan audit catau cpemeriksaan 
produk chalal. cSedangkan LPPOM cMUI cakan cmenjadi salah satu cbagian cdari cLPH 
bersama cLPH clain baik yang cdidirikan coleh cPemerintah maupun cmasyarakat, c(3) MUI 
tetap csebagai pemberi cfatwa, cnamun ctidak cberwenang penuh cdalam cproses sertifikasi 
halal, (4) MUI cdan cBPJPH cbersama-sama cmelakukan sertifikasi cterhadap auditor chalal 
dan akreditasi cLPH. cDengan cdidirikannya cBPJPH, diharapkan cada perlindungan cdan 
kepastian chukum cyang cmenjamin ckehalalan produk cyang cberedar di cIndonesia. 
Sertifikasi ctidak clagi cbersifat cvoluntary cnamun sudah cmenjadi mandatory cdalam 
rangka mendukung cupaya cpeningkatan cproduksi dan ckonsumsi produk chalal, Berikut 
penjelasan cmengenai cperbedaan csertifikasi sebelum cdan sesudah cUndang-Undang JPH: 
1. Sertifikasi cSebelum cUndang-Undang JPH: a. Sertifikasi cbersifat voluntary; b. Majelis 
Ulama cIndonesia c(MUI) sebagai clembaga utama yang berwenang cdalam cproses 
sertifikasi halal; c. Sertifikasi cdilakukan coleh lembaga non-pemerintah catau clembaga 
swadaya masyarakat; d. LPPOM cMUI csebagai lembaga yang cmelakukan caudit catau 
pemeriksaan produk chalal; e. Sertifikat berlaku 2 ctahun dan cbelum cmemiliki clgitimasi 
hukum cyang kuat; f. Auditor halal bisa berasal dari latar cpendidikan cyang ckurang csesuai 
dengan bidang caudit; g. Alur csertifikasi singkat: Pelaku cUsaha c– cLPPOM cMUI c– MUI. 
2. Sertifikasi Setelah cUndang-Undang cJPH: a. Sertifikasi cbersifat cmandatory; b. Badan 
Penyelenggara cJaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai clembaga cutama cyang berwenang 
dalam cproses csertifikasi chalal; c. Sertifikasi dilakukan coleh cLembaga Pemerintah cdi 
bawah Kementerian cAgama; d. Lembaga Pemeriksa cHalal c(LPH) sebagai clembaga cyang 
melakukan caudit catau pemeriksaan produk chalal; e. Sertifikat cberlaku c4 ctahun dan 
telah memiliki cjaminan kepastian hukum cyang kuat. cTerdapat csanksi cbaik cpidana 
maupun denda cbagi pelaku cusaha yang ctidak menjaga ckehalalan cproduk cyang ctelah 
tersertifikasi halal; f. Auditor charus berasal dari clatar cbelakangkeilmuan cyang csesuai 
yaitu cbiologi, farmasi, cpangan, biokimia, teknik cindustri, cdan ckimia; g. Alur csertifikasi 
lebih panjang: Pelaku Usaha – BPJPH c– cLPH c– cBPJPH c– cMUI. Alur cmekanisme 
sertifikasi chalal melalui BPJPH tidak cjauh cberbeda cdengan calur csertifikasi chalal cyang 
dilakukan coleh MUI, yakni melalui clima ctahapan cutamacBPJPH csebagai cberikut;4 1. 

 
4 Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan 
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Pelaku cusaha membuat permohonan cuntuk csertifikasi cdan cmelampirkan cberkas 
persyaratan; 2. BPJPH akan melakukan cverifikasi cdokumen cpersyaratan cyang ctelah 
dilampirkan; 3. Melakukan audit cdan cpemeriksaan cproduk cyang cdilakukan coleh cLPH; 
4. Menyerahkan chasil pemeriksaan ckepada cMUI cuntuk cdikeluarkan cfatwa; 5. 
Mengeluarkan csertifikat halal jika sudah clolos caudit. 

Peraturan yang menjadi landasan hukum dari jaminan produk halal diantaranya 
yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal; 2. 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 cTahun c2019 cTentang cPeraturan cPelaksanaan 
Undang-Undang Nomor c33 cTahun c2014 cTentang cJaminan cProduk cHala; 3. 
Peraturan cPemerintah Nomor c69 cTahun c1999 cTentang cLabel cdan cIklan Pangan; 4. 
Peraturan cPresiden Nomor c83 cTahun c2015 cTentang cKementerian cAgama. 
 

B. Metodologi Penelitian 
Jenis fpeneltian fyang fdigunakan fdalam fpenelitian fini fadalah fjenis fpenelitian 

deskriptif fdengan fmenggunakan fmetode fpenelitian fkualitatif. f cPada cjenis cpenelitian 
deskriptif c, cdata cyang cdikumpulkan cberupa ckata-kata, cgambar cdan cbahkan cangka-
angka. Dengan cdemikian, claporan cpenelitian cakan cdiberi ckutipan-kutipan cdata cuntuk 
memberikan cgambaran cpenyajian claporan ctersebut. cData ctersebut cberasal cdari naskah 
wawancara, ccatatan clapangan, ccatatan catau cmemo cdan cdokumen cresmi cmisalnya.5 
Sedangkan fdata fkualitatif fadalah cprosedur cpenelitian cyang cmenghasilkan cdata 
deskriptif berupa ckata-kata ctertulis catau clisan cdari corang-orang cdan cperilaku cdapat 
diamati.6 Pendekatan fpenelitian cyang cdigunakan cdalam cpenelitian cini cadalah 
pendekatan ckualitatif, artinya cpenelitian cini cdilakukan cdengan cmaksud cuntuk 
memahami cfenomena ctentang apa yang cdialami coleh csubjek cpenelitian, cmisalnya 
tingkah claku, ccara cpandang, cmotivasi cdan sebaginya csecara cmenyeluruh cdan cdalam 
bentuk ckata-kata cdan cbahasa cpada csuatu kejadian-kejadian ckhusus cyang calamiah.7 
Sumber fdata futama fdalam fpenelitian fkualitatif adalah fkata-kata fdan ftindakan fyang 
selebihnya fadalah fdata ftambahan fseperti fdokumen fdan lain-lain. fDalam fpenelitian fini 
peneliti fmenggolongkan fsumber fdata fmenjadi fdua fbagian yaitu fData fprimer cdata yang 
dikumpulkan csendiri coleh cpeneliti clangsung cdari sumbernya.8 Data cini cdiperoleh 
melalui cpenelitian clapangan cdengan cmetode cwawancara ckepada cpihak BPJPH catau 
Satgas cLayanan cHalal cProvinsi cKalimantan cTimur cyang cmenjadi ckewenangan dalam 
mendapatkan cinformasi cdalam cpenelitian cini. c Data fsekunder fadalah fdata fyang secara 

 
Implementasi,” Jurnal of Halal Product and Research No. 2, Vol. 2 (2019), h. 74-76. 

5 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), h. 39. 
6 Lexy. J. Moleong, Metodologi Pnelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3. 
7 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif..., h. 42. 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 225. 
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tidak flangsung fmemberikan fdata fkepada fpengumpul fdata fatau fpeneliti.9 f Data 
sekunder melalui cmetode cstudi ckepustakaan catas cbuku-buku, cdokumen-dokumen serta 
literature lain cyang cmenunjang cobjek cyang csedang cditeliti. 

Teknik cpengumpulan cdata cmerupakan clangkah cyang cpaling cutama cdalam 
sebuah penelitian, ckarena ctujuan cdari csebuah cpenelitian cadalah cmendapatkan cdata 
dari csumber cdata, maka fdalam fpenelitian fini fpeneliti fmenggunakan fteknik 
pengumpulan fdata fsebagai berikut f: Metode fwawancara fmerupakan cmetode 
pengumpulan cdata cdengan ccara cbertanya  langsung cdengan cresponden cdengan 
mengajukan csejumlah cpertanyaan. cPercakapan citu dilakukan coleh cdua cpihak, cyaitu 
pewawancara c(interviewer) cyang cmengajukan cpertanyaan cdan terwawancara c(interview) 
yang cmemberikan cjawaban catas cpertanyaan citu. cDalam chal cini, cpeneliti melakukan 
wawancara cdengan clembaga cyang cterkait cdengan cpenyelenggaraan cjaminan cproduk 
halal cdi cIndonesia cyaitu cBadan cPenyelenggara cJaminan cProduk cHalal c(BPJPH) catau 
Satgas Layanan cHalal cProvinsi cKalimantan cTimur sebanyak empat orang. Metode 
dokumentasi adalah cmencari cdata cmengenai chal-hal catau cvariabel cyang cberupa 
tulisan, struktur, cgambar, cdan buku-buku cyang cberhubungan cdengan cmasalah cyang 
hendak diteliti cserta cdokumentasi lainnya. cDokumen cyang cdimaksudkan cadalah cdata 
yang seluruh cisinya cmengenai chal-hal yang menyangkut cdari cinforman catau cyang 
dijadikan sumber cdata cpenelitian. 

Setelah csemua cdata cterkumpul cmaka ctahap cselanjutnya cadalah cmenganalisa 
data-data tersebut. cDalam cmenganalisa cdata, cpeneliti cmenggunakan cmetode canalisis 
kualitatif cyang menghasilkan cdata cdeskriptif canalisis cyaitu cdata cyang cdinyatakan coleh 
responden csecara ctertulis atau clisan cserta ctingkah claku cyang cnyata, cyang cditeliti cdan 
dipelajari csebagai csuatu cyang cutuh. Adapun fteknik fanalisis fdata fyang fdigunakan 
dalam penelitian fini fsebagai  berikut: 1. Membaca cdan cmempelajari cdata cyang csudah 
diperoleh baik cyang cberasal cdari cproses interview, cobservasi, cdokumentasi cdan catatan 
catatan lapang c(field cnote), cyang cada cdalam cdata, 2. Merangkum cdan cmemilah cdata 
yang cada kemudian cmengambil cbeberapa cdata cuntuk dimasukkan cke cdalam cproposal, 
3. Menyajikan cdata cdengan csekumpulan cinformasi cyang ctelah tersusun cuntuk 
memberikan cpenarikan ckesimpulan, 4. Pada ctahap cakhir cadalah cmembuat 
ikhtisar/kesimpulan cterhadap cdata cyang cada. 

 
C. Pembahasan 

Badan cPenyelenggara cJaminan cProduk cHalal c(BPJPH) cadalah csebuah cbadan 
yang cterbentuk cdibawah cnaungan cKementerian cAgama. cUndang-undang cNo. c33 
Tahun c2014 ctentang cJaminan cProduk cHalal cmengamanatkan cagar cproduk cyang 
beredar cdi cIndonesia cterjamin cKehalalannya, coleh ckarena citu cBadan cPenyelenggara 

 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., h. 225.  
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Jaminan cProduk cHalal c(BPJPH) cmempunyai ctugas cdan cfungsi cuntuk cmenjamin 
kehalalan cproduk cyang cmasuk, cberedar, cdan cdiperdagangkan cdi cIndonesia. Badan 
Penyelenggara cJaminan cProduk cHalal c(BPJPH) cjuga cdidukung coleh ctugas cdan fungsi 
sebagaimana cyang ctelah cdi camanatkan coleh cUndang-undang cNo. c33 cTahun c2014 
yaitu ctentang cRegistrasi cHalal, cMelakukan cpembinaan cserta cmelakukan cpengawasan 
kehalalan cproduk, cKerjasama cdengan cseluruh cstakeholder cterkait, cserta cmenetapkan 
standar ckehalalan csebuah cproduk.10 

Dalam cmenjalankan ctugas cdan cfungsinya kesiapan BPJPH dalam menerapkan 
sertifikasi halal ialah dengan cmembentuk cperwakilan cdi cdalam cDaerah cyaitu csalah 
satuya cdengan cmembentuk cSatuan cTugas cLayanan cSertifikasi cHalal cyang 
beroperasional pada Kantor cwilayah cKementerian cAgama cProvinsi cKalimantan Timur 
yang berada di Jalan Basuki Rahmat No.42, Kota Samarinda, clayanan cini cdibentuk untuk 
mempermudah cmasyarakat cterkhusus cpara cpelaku cusaha cuntuk mendapatkan 
sertifikasi halal. cSatuan cTugas cLayanan cSertifikasi cHalal cdi cKalimantan cTimur 
terbentuk csejak tahun c2019 cberdasarkan cSK cdari cBPJPH cdan cSK cKantor cWilayah 
Kementerian Agama cProvinsi cKalimantan cTimur.11 

Dalam cmenyelenggarakan cjaminan cproduk chalal, cSatgas cLayanan cSertifikasi 
Halal cProvinsi cKalimantan cTimur csaat cini cmenggunakan csistem clayanan cberbasis 
online csupaya clebih cefisien cbaik cdari csegi cbiaya cmaupun cwaktu. cSistem clayanan 
secara conline cdilakukan cdengan ccara cpelaku cusaha cmengajukan csertifikasi chalal 
untuk produknya csecara conline. cPendaftaran conline cdapat cdilakukan di 
https://ptsp.halal.go.id. cAlur cproses csertifikasi chalal cialah csebagai cberikut: 1. Pelaku 
Usaha cMelakukan cPermohonan cSertifikasi cHalal csecara ctertulis ckepada cBPJPH, 
Permohonan csertifikat chalal charus cdilengkapi cdengan cdokumen cyang cterkait dengan 
proses csertifikasi chalal. cDokumen cpelengkapnya cmeliputi: a. Data cPelaku Usaha 
(Nomor cInduk cBerusaha c(NIB) cjika ctidak cmemiliki cNIB cdapat cdibuktikan dengan 
surat cizin clainnya c(NPWP, cSIUP, cIUMK, cIUI, cNKV cdll), Penyelia cHalal 
melampirkan salinan cKTP, cdaftar criwayat chidup, csalinan cSertifikat cpenyelia chalal 
salinan keputusan penetapan cpenyelia chalal); b. Nama cdan cJenis cProduk (Nama cdan 
jenis cproduk charus sesuai cdengan cnama cdan cjenis cproduk cyang cakan cdisertifikasi 
halal); c. Daftar cproduk dan cbahan cyang cdigunakan (Bahan cbaku, cbahan ctambahan 
dan cbahan cpenolong); d. Proses cpengolahan cproduk (Pembelian, cpenerimaan, 
penyimpanan cbahan cyang digunakan, cpengolahan, cpengemasan, cdan cpenyimpanan 
produk cjadi cdistribusi; e. Dokumen cSistem cJaminan cHalal (Suatu csitem cmanajemen 
yang cdisusun, cditerapkan dan cdipelihara coleh cperusahaan cpemegang csertifikat chalal 

 
10 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, “Sekilas Tentang BPJPH”,  2019, 

< https://halal.go.id >, Diakses 19 Maret 2022. 
11 Achmad Kosim, Anggota Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, 

04 Februari 2022. 

https://ptsp.halal.go.id/
https://halal.go.id/
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untuk cmenjaga kesinambungan cproses cproduksi chalal). 2. BPJPH cMemeriksa 
Kelengkapan cDokumen yang cdiserahkan. cJika cdokumen cyang cdiserahkan coleh Pelaku 
Usaha cdinyatakan bendar cdan csudah clengkap, cmaka cBPJPH cakan cmenetapkan 
Lembaga cPemeriksa Halal c(LPH) cuntuk cmelakukan cpemeriksaan cdan/atau cpengujian 
kehalalan cproduk. Durasi cpenetapan cLembaga cPemeriksa cHalal c(LPH) cdilakukan 
dalam cjangka cwaktu c2 (dua) chari ckerja cterhitung csejak cdokumen cpermohonan 
dinyatakan clengkap coleh pihak cBPJPH. 3. LPH cMemeriksa cdan/atau cMenguji 
Kehalalan cProduk cdalam c15 chari kerja. cPemeriksaan cterhadap cproduk cdilakukan cdi 
lokasi cusaha cpada csaat cproses produksi. cPengujian claboratorium cakan cdilakukan 
apabila cproduk cyang cdiperiksa memiliki cbahan cyang cdiragukan ckehalalannya. cPelaku 
usaha cwajib cmemberikan informasi cyang cvalid ctentang cproduknya ckepada cLembaga 
Pemeriksa cHalal. Pengiriman cdokumen chasil cpemeriksaan cdan/atau cpenguji cke cMUI 
dan cBPJPH. 4. MUI cMenetapkan cKehalalan cProduk cmelalui cSidang cFatwa cHalal 
dalam ctiga chari kerja. cDalam csidang cfatwa chalal cMUI, cPenetapan csertifikat cyang 
ditandatangai coleh MUI cmenyatakan cproduk cyang cdimohonkan coleh cpelaku cusaha 
dianggap chalal apabila chasil cdari csidang cfatwa chalal cmenyatakan cproduk chalal. 
Namun, cjika cdalam sidang cfatwa chalal cMUI cmenyatakan cproduk cyang cdiajukan 
tidak chalal, cmaka BPJPH mengembalikan cpermohonan csertifikat chalal ckepada cpelaku 
usaha cdisertai cdengan alasan cmengapa cproduk ctersebut cgagal cdalam csidang cfatwa 
halal. 5. BPJPH Menerbitkan cSertifikat cHalal cdalam c1 chari ckerja. cPenerbitan sertifikat 
halal cwajib dipublikasikan coleh cBPJPH. 6. Pelaku cusaha cyang ctelah cmemperoleh 
sertifikat chalal wajib cmencantumkan clabel chalal cpada cKemasan cproduk, cBagian tentu 
dari cproduk dan/atau cTempat ctertentu cpada cproduk. 

Adapun cstruktur cdan ctugas cSatgas cLayanan cSertifikasi cHalal cini cdiatur dalam 
Keputusan cSekretaris cJendral cKementrian cAgama cNomor c80 cTahun c2019 cTentang 
Tugas cKoordinator cDan cSatuan cTugas cLayanan cSertifikasi cHalal cDaerah cyaitu 
sebagai berikut:12 1. Koordinator cSatgas cLayanan cSertifikasi cHalal cDaerah cKalimantan 
Timur yang cdijabat coleh cBapak cH. cMuhammad cIsnaini, cS.Ag, cM.Pd cmemiliki ctugas 
sebagai berikut; a. Mengoordinir cpelaksanaan ctugas cSatuan cTugas cLayanan cSertifikasi 
Halal Daerah; b. Mengoordinasikan cLayanan cSertifikasi cHalal cDaerah cdengan 
Pemerintah Daerah, cMajelis cUlama cIndonesia cDaerah, cLPPOM cMUI cDaerah, cdan 
Lembaga Pemeriksa cHalal c(LPH) clainnya; c. Melaporkan cpelaksanaan ctugas Koordinator 
Layanan Sertifikasi cHalal cDaerah ckepada cKepala cBadan cdengan ctembusan cKepala 
Kantor Wilayah cKementerian cAgama cProvinsi; cdan d. Membentuk cSatuan cTugas 
Layanan Sertifikai cHalal cDarah cpada cTingkat cProvinsi cdan cKabupaten/Kota cyang 
ditetapkan oleh cKepala cKantor cWilayah. 2. Ketua cdan cAnggota cSatuan cTugas, Bapak 

 
12 Republik Indonesia Kementerian Agama, “Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No. 

80 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator Dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah”, 2019. 



 
 

 8 

Vol 1 No. 2 Agustus H. 1-11 
E-ISSN: 2985-8062 
https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly 
 

 

Drs. cAbdul Kudus cyang cmenjabat csebagai cKetua cSatuan cTugas cLayanan cSertifikasi 
Halal cDaerah Kalimantan cTimur cyang cberanggotakan cBapak cAchmad cKosim cdan 
Bapak cAulia Rahman cpada cKantor cWilayah cmemiliki camanat cuntuk; a. Menerima 
pendaftaran; b. Memeriksa ckelengkapan cdokumen; c. Menyerahkan cdokumen cke 
LPPOM cMUI catau LPH clain; d. Menerima cdan cmemeriksa ckelengkapan chasil 
pemeriksaan cLPPOM MUIcatau cLPH clain; e. Menyerahkan chasil cpemeriksaan 
kehalalan cproduk cke cMUI Daerah; cdan f. Meneruskan cdokumen cpermohonan 
sertifikasi chalal cdari cPelaku cUsaha Besar, cMenengah, cdan cEkspor cke cBPJPH cPusat. 

Dalam cmenyelenggarakan cpenerapan csertifikasi chalal, cSatgas cLayanan 
Sertifikasi Halal cProvinsi cKalimantan cTimur cmenggunakan csistem clayanan csecara 
manual cdan online. cSistem clayanan cmanual cdilakukan cdengan ccara cpelaku cusaha 
mengajukan permohonan csertifikat chalal cuntuk cproduknya cdengan clangsung 
mendatangi cKantor Wilayah cKementerian cAgama cProvinsi cKalimantan cTimur cyang 
berada cdi cJalan Basuki cRahmat cNo.42, cSungai cPinang cLuar, cKec. cSamarinda cKota, 
Kota cSamarinda. Terkait csistem clayanan cberbasis conline, cBPJPH catau cSatgas Layanan 
Sertifikasi cHalal Provinsi cKalimantan cTimur cmenggunakan caplikasi cSIHalal. cUntuk 
mengakses cSIHalal Pelaku cusaha cdapat cmengunjungi claman cweb 
http://ptsp.halal.go.id/. Pada cdasarnya Satgas cLayanan cSertifikasi cHalal cProvinsi 
Kalimantan cTimur clebih cmengarahkan cpara pelaku cusaha cuntuk cmelakukan 
permohonan csertifikasi chalal csecara conline csupaya lebih cefisien cbaik cdari csegi cbiaya 
maupun cwaktu. Tarif cLayanan cSertifikasi cHalal Bagi UMK, cPernyataan cpelaku cusaha 
(Self cDeclare) ctidak cdikenakan cbiaya catau cRP. c0, karena cBiaya cpendaftaran, penetapan 
dan csertifikasi chalal cdengan cjumlah cRp. 300.000,- cdibebankan ckepada cAnggaran 
pendapatan cbelanja cnegara cpusat/daerah cdan Fasilitasi clembaga cnegara/swasta. Untuk 
pelaku cusaha cReguler, cPendaftaran, Penetapan dan sertifikasi chalal cdikenakan cbiaya 
sebesar cRp. c300.000,- cdan cuntuk cbiaya pemeriksaan ckehalalan cproduk coleh cLPH 
dikenakan cbiaya cRp. c350.000,-.13 

Hubungan BPJPH dengan MUI setelah UU JPH diterbitkan, Badan cPenyelenggara 
Jaminan cProduk cHalal cakan cmenjadi clembaga cyang cmengelola cproses cadministrasi 
terhadap cregistrasi csertifikat chalal cdan cBPJPH cakan ctetap cbekerja csama cdengan 
MUI. MUI csebagai cauditor cterhadap cproduk cyang cdidaftarkan, csehingga csebelum 
BPJPH menerbitkan csertifikat chalal charus cada crekomendasi catau cfatwa cdari cMUI. 
Kewenangan cmengeluarkan cfatwa chalal ctetap cdari cMUI cakan ctetapi cauditnya cbukan 
hanya cLembaga cPengkajian cPangan, cObat-obatan cdan cKosmetika cMUI c(LPPOM 
MUI), cada clembaga caudit clain cyang cdisebut cLembaga cPemeriksa cHalal c(LPH) cyang 
berasal cdari cunsur cperguruan ctinggi cnegeri cbaik citu cIslam cmaupun cumum. Lembaga 

 
13 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, “Tarif Layanan Sertifikasi Halal 

Bagi UMK”, 2021, <halal.go.id/beritalengkap/531>, Diakses 26 April 2022. 

http://ptsp.halal.go.id/
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tersebut cakan cbersinergi cbersama cdengan cLPPOM cMUI cuntuk cmelakukan caudit 
terhadap csebuah cproduk, chingga cmemberikan chasil caudit cuntuk cditentukan coleh 
Komisi cFatwa cMUI capakah clayak cmendapatkan csertifikasi chalal catau ctidak.14 

Kendala dan Upaya dalam cmenerapkan catau cmelaksanakan csertifikasichalal 
terbagi menjadi dua yaitu; 1. Kendala cinternal yangcdihadapi coleh cpihak cSatgas cLayanan 
Sertifikasi cHalal cSamarinda cadalah cterbatasnya ctenaga cyang cmelayani.15 cSedangkan 
masih cbanyak cproduk cyang cbelum ctersertifikasi coleh cSatgas cLayanan cHalal c cyang 
datang cdari cberbagai ctempat. 2. Kendala cEksternal yang cdihadapi coleh cpihak cSatgas 
Layanan cHalal cProvinsi cKalimantan cTimur cadalah cberkaitan cdengan cpelaku cusaha 
mikro cdan ckecil cyang ccenderung cbelum cfamiliar cdengan cinformasi cpada cinternet 
tentang cwajib cSertifikasi cHalal cpada cproduk cmereka cdan cminimnya ckesadaran cyang 
dimiliki coleh cpelaku cusaha cmikro catau ckecil cakan cpentingnya csertifikasi chalal 
terhadap cproduk cmereka. cSerta cmasih cterbatasnya cLayanan cPemeriksa cHalal c(LPH) 
yang cberoperasi cdi cKalimantan cTimur cyaitu cLPPOM cMUI cdan cSucofindo.16 
Berdasarkan ckendala cyang ctelah cdi csebutkan, cupaya cdalam cmengatasi ckendala 
tersebut ialah ; 1. Upaya cdalam cKendala cInternal, Pihak Satgas Layanan Halal Provinsi 
Kalimantan Timur cmelakukan csosialisasi ckepada csemua cstakeholder cJaminan cProduk 
Halal c(JPH) dan ckepada cmasyarakat cumum cagar ckinerja cSatgas csemakin cmeningkat 
demi mewujudkan cupaya cdalam cmengatasi ckendala cinternal cdari cpihak cSatgas 
Layanan Halal cProvinsi cKalimantan cTimur. Sosialisasi cyang cdilakukan coleh cpihak 
Satgas Layanan cHalal cProvinsi cKalimantan cTimur ckepada cstakeholder cJaminan 
Produk Halal (JPH) cberupa cdiskusi cdan crapat ckoordinasi ctentang cUndang-Undang 
Nomor c33 Tahun c2014 cTentang cJaminan cProduk cHalal cmengenai cpelayanan cpublik 
dan calur sertifikasi chalal. cStakeholder cJaminan cProduk cHalal c(JPH) cdi cKalimantan 
Timur di antaranya cKanwil cKementerian cAgama cKalimantan cTimur, cKakanmenag, 
Kepala Dinas Peternakan, cPerindustrian, cKesehatan, cDirektur cLPPOM cMUI 
Kalimantan cTimur cdan Komunitas cUMKM cKalimantan cTimur; 2. Upaya cdalam 
Kendala cEksternal, Usaha publikasi cdilakukan coleh cpihak cBPJPH cuntuk cmengedukasi 
pelaku cUMKM cterkait dengan ckewajiban csertifikasi chalal cpada cproduknya. Beberapa 
pelatihan cserta cwebinar yang cdiselenggarakan coleh cBPJPH cdengan ctarget cpeserta 
adalah cmasyarakat cumum khususnya cmahasiswa csebagai csalah csatu cjalur cuntuk 
melaksanakan cpembinaan tentang ckewajiban csertifikasi chalal cterhadap cproduk cdan 
jasa. cDalam chal cini, cpihak BPJPH cmelakukan ckerjasama cdengan cpihak ckampus Pusat 

 
14 Kementerian Agama Republik Indonesia, “Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam 

Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag”, <kemenag.go.id/read/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-
sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-orvw4> Diakses 26 April 2022. 

15 Achmad Kosim, Anggota Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, 
04 Februari 2022. 

16 Achmad Kosim, Anggota Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara 
Pribadi, 04 Februari 2022. 
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Kajian cHalal cUIN cSultan Aji cMuhammad cIdris cSamarinda; 3. Upaya cdalam 
Menerapkan cdan cMelaksanakan Sertifikasi cHalal, Upaya cpublikasi cdilakukan cmelalui 
media celektronik cberbasis cwebsite yang cterdapat cpada chttps://halal.go.id. 

 
D. Kesimpulan 

Berdasarkan fpembahasan fdeskriptif fpenelitian fdan fanalisis fyang ftelah 
dilakukan, dapat fdisimpulkan fsecara fsederhana fmengenai f“Kesiapan Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal di Kota 
Samarinda”fsebagai fberikut: 
1. Sistem cJaminan cProduk cHalal cyang cberlaku cdi cBPJPH cKementrian cAgama 

adalah berbasis conline cyang cdapat cdilakukan cdi chttps://ptsp.halal.go.id.  dan 
berbasis manual dengan mendatangi cKantor cWilayah cKementerian cAgama cProvinsi 
Kalimantan cTimur cyang cterletak cdi cJl. cBasuki cRahmat No.42, Sungai Pinang 
Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 

2. Persiapan yangcdilakukancolehcSatgascLayanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan 
Timur dalam menerapkan dan menyelenggarakan sertifikasi halal di Kota Samarinda, 
di antaranya cialah struktur organisasi, sistem layanan sertifikasi halal dan biaya layanan 
sertifikasi halal. 

Dengan demikian, maka BPJPH dalam menerapkan sertifikasi chalal 
didukungcdenganckelengkapan Satuan cTugas cyang cberada cdi cprovinsi maupun daerah 
telah memenuhi ckesiapan csebagai clayanan csertifikasi chalal. Adapun kendala cdan upaya 
Badan cPenyelenggara cJaminan cProduk cHalal cdalam cmenerapkan csertifikasi chalal cdi 
Kota cSamarinda ialah: 
1. Kendala 

Kendala cyang cdihadapi coleh cpihak cSatgas cLayanan cSertifikasi cHalal 
Samarinda cterbagi cmenjadi cdua, cPertama cyaitu ckendala cinternal cmeliputi 
terbatasnya ctenaga cyang cmelayani. cKedua cyaitu ckendala ceksternal cmeliputi 
pelaku usaha cmikro cdan ckecil cyang ccenderung cbelum cfamiliar cdengan cinformasi 
tentang wajib cSertifikasi cHalal, Serta cmasih cterbatasnya cLayanan cPemeriksa cHalal 
(LPH) yang cberoperasi cdi cKalimantan cTimur. 

2. Upaya cMengatasi cKendala 
Upaya cyang cdilakukan cSatgas cLayanan cHalal cProvinsi cKalimantan cTimur 

dalam mengatasi kendala terbagi cmenjadi ctiga, cPertama cyaitu cupaya cdalam kendala 
internal cadalah cdengan cmelakukan csosialisasi cyang cberisi cdiskusicdancrapat 
koordinasi ckepada cseluruh cstakeholder cJPH. cKedua cyaitu cupaya cdalam ckendala 
eksternal cadalah cdengan cmelakukan csosialisasi cdan cedukasi kepada cmasyarakat 
umum ckhususnya cpara cpelaku cusaha cterkait cpentingnya csertifikasi chalal. cKetiga 
yaitu cupaya cmenerapkan cdan cmelaksanakan csertifikasi chalal, cdilakukan cmelalui 
media celektronik cberbasis cwebsite cdan cmelalui caplikasi cSiHalal csebagai cbentuk 

https://halal.go.id/
https://ptsp.halal.go.id/


 
 

 11 

Vol 1 No. 2 Agustus H. 1-11 
E-ISSN: 2985-8062 
https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly 
 

 

layanan chalal cdigital cguna cmemberikan ckemudahan cbagi cpelaku cusaha cuntuk 
mendapatkan csertifikasi chalal. 
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